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Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik ataupun penerapannya dalam praktik pengelolaan
perusahaan perlu senantiasa di lakukan evaluasi. Penilaian terhadap implementasi Good Corporate
Governance ("GCG") atau assessment merupakan suatu hal yang sangat penting ketika mengelola praktik
GCG. Daam hal ini bagaimanaimplementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Indonesia saat ini,
Bagaimanakah kesesuaian penerapan Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-
16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN
dan Bagaimanakah peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam melakukan pengawasan terhadap Perusahaan
Publik Non-BUMN atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Penerapan
Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 dalam penerapan Tata Kelola
Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Publik Non-BUMN adalah kurang sesuai. Hal ini disebabkan oleh
indikator yang digunakan dalam melakukan penilaian terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang
Baik tidak sesuai dengan karakteristik dari perusahaan publik Non-BUMN baik dari peraturan perundang-
undangan yang berlaku maupun dari best practices.

...... Implementation of Good Corporate Governance or itsimplementation in the practice of company
management must be constantly evaluated. The assessment on the Good Corporate Governance ("GCG") is
an utmost important when implementing the GCG practice. In thisregards, it is needed to be assessed on
how the implementation of Good Corporate Governance in Indonesiais currently, how the alignment of
Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16/ SMBU / 2012 isin the
implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companies and how the role of Otoritas
Jasa Keuangan (OJK/Indonesia Financial Services Authority/ IFSA) in monitoring the Non-SOE Public
Company upon the mplementation of Good Corporate Governance.

This research uses the normative juridical method by the using secondary data. It is found that the
implementation of Decision of Secreteary of Ministry of State-Owned Enterprise No. SK-16/ SMBU /
2012 isin the implementation of Good Corporate Governance in non-SOE public companiesis not quite
appropriate. Thisis dueto the indicator used in assessing the Good Corporate Governance does not match
characteristics of the Non-SOE public company either from the applicable laws and regulation or from the
best practices.
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